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Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki
pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab |11 tentang pengaturan
kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-
menteri negaraitu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Hal yang
menjadi perdebatan adalah mengenai kedudukan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh menteri
dalam Sengketa K ewenangan Lembaga Negara di Mahakmah Konstitusi. Penelitian ini akan memfokuskan
pada analisis terhadap kedudukan menteri dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat penting, mengingat
UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan tersebut,
sehingga sebenarnya Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk dalam hal menentukan lembaga negara apa
sgjayang dapat berpekara di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapateori yang dapat dijadikan acuan untuk
mengetahui kedudukan hukum kementerian negara yaitu teori kewenangan dan pemisahan kekuasaan yang
akan dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Dengan diketahuinya wewenang yang
dimiliki oleh menteri dan kedudukannya dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka hal tersebut juga turut
dapat menjawab kewenangan Kementerian Negara sebagai pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah
Konstitusi.

...... Ministry of State as an element that can not be separated with the president having a separate
arrangement in Indonesian’s Constitution 1945. The Constitution separating between Chapter V of Ministry
of States and Chapter 111 of governmental power. This separation is caused by the position of state ministers
was considered very important in the state system by 1945Constitution. It is a debate is about the legal
position of the authority possessed by the minister of State Agency Dispute Authority in Constitutional
Court. This study will focus on the analysis of the position of minister of state on Settlement Disputes of
Authorities of State Institutions granted by the 1945 Constitution by the Constitutional Court. Thisis
particularly important, given the 1945 Constitution, and Law. 8 of 2011 on the Constitutional Court did not
explain the details of the implementation of the authority, so that in fact the Constitutional Court was given
the authority to regulate matters necessary for the smooth execution of duties and responsibilities, including
in terms of determining what state institutions can apart as a parties in the Constitutional Court . There are
several theories that can be used as a reference to determine the legal position of the state ministries, namely
the theory of separation of powers and the authority to be associated with the system of government adopted
in Indonesia. By knowing the power of the minister and his position in the state administration in Indonesia,
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then it also helped to answer the authority of the Ministry of State as alitigant parties in the Constitutional
Court.



